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ABSTRAK 

M. Andra Rizki Pulungan. 201710115245. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas 

Produk Kecantikan Yang Ilegal. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan hidup 

manusia kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, 

pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kian menjadi prioritas 

utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 

1 menyatakan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga 

yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan 

yang berada di dilingkungan peradilan umum”. Saat ini banyak pelaku usaha yang tidak 

bertanggung jawab untuk meraih keuntungan lebih dengan memproduksi atau 

memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.  

Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 

beredarnya produk kosmetik ilegal yang merugikan konsumen, dan untuk menganalisis tanggung 

jawab pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang merugikan bagi 

konsumen di Indonesia sudah ada peraturan untuk melindungi kepentingan para konsumen. 

Undang-undang berperan penting dalam menjaga agar hak-hak konsumen tidak di abaikan oleh 

pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta mengkaji dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder.  

Hasil Penelitian ini, menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong konsumen membeli produk 

kosmetik, Pertama, minimnya pengetahuan dan pendidikan konsumen berkaitan dengan 

kosmetik ilegal. Kedua, minimnya Pengawasan Dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM). Ketiga, Harga kosmetik aman dan berkulitas lebih mahal. Efektifitas undang-undang 

perlindungan konsumen dalam peredaran kosmetik, dilihat dari dua aspek. Pertama, Efektifitas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan yang kedua mengenai efektifitas dalam sistem 

pengawasan. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak 

mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen kosmetik, namun jika di tinjau dari 

Pasal 8 UUPK permasalah kosmetik ilegal sudah tercakup didalamnya, sedangkan dalam sistem 

pengawasan juga sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat seperti melaporkan 

penjualan-penjualan kosmetik illegal.  

Kata Kunci : Kosmetik Berbahaya, Kosmetik Ilegal, Perlindungan Hukum Konsumen 
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ABSTRACT 

 

M. Andra Rizki Pulungan. 201710115245. Legal Protection for Consumers for Illegal Beauty 

Products. 

 

Along with the development of science and technology, the needs of human life are also 

growing. Not only the need for clothing, food, shelter, education and health. The need to beautify 

themselves is increasingly becoming a top priority in supporting daily appearance. Legal 

protection for cosmetic consumers according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer 

Protection Article 45 paragraph 1 states "every consumer who is harmed can sue business 

actors through institutions tasked with resolving disputes between consumers and business 

actors or through courts within the general court environment. " Currently, many business 

actors are irresponsible to gain more profit by producing or trading cosmetics that do not meet 

the requirements for distribution. 

The research objectives are to analyze the legal protection for consumers against the 

circulation of illegal cosmetic products that harm consumers, and to analyze the responsibility of 

business actors for the sale and marketing of cosmetic products that are detrimental to 

consumers.In Indonesia, there are regulations to protect the interests of consumers. The law 

plays an important role in keeping consumer rights from being ignored by business actors. 

Therefore, consumers get protection from the Consumer Protection Act (UUPK). This study uses 

a normative juridical research method with a statutory approach, and examines using primary 

data and secondary data. The results of this study indicate that the factors that encourage 

consumers to buy cosmetic products include: First, the lack of consumer knowledge and 

education related to illegal cosmetics. Second, the lack of supervision from the Food and Drug 

Supervisory Agency (BPOM). Third, the price of safe and high-quality cosmetics is more 

expensive. The effectiveness of the consumer protection law in the distribution of cosmetics is 

seen from two aspects. First, the effectiveness of Law No. 8/1999 and the second regarding 

effectiveness in the supervisory system. Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection 

does not regulate in detail regarding the protection of cosmetic consumers, but if viewed from 

Article 8 of the UUPK, illegal cosmetic issues are already covered, while the supervision system 

also really requires an active role from the community such as reporting sales. illegal cosmetics. 
 

Keywords: Consumer Legal Protection, Harmful Cosmetics, Illegal Cosmetics. 
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